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Ikhtisar Putusan

Para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang merasa dirugikan
dengan berlakunya Pasal 21 ayat (1) huruf j dan Pasal 117 ayat (1) huruf j UU 7/2017,
dikarenakan menimbulkan diskriminatif, tidak proporsional, dan tidak memenuhi rasa
keadilan bagi calon yang berasal dari ASN, Pejabat Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang akan mendaftarkan dirinya sebagai calon
Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU)/Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu);

Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi (Mahkamah), oleh karena
yang dimohonkan pengujian Undang-Undang in casu UU 7/2017 terhadap UUD 1945, maka
Mahkamah berwenang untuk mengadilli permohonan a quo.

Berkenaan dengan kedudukan hukum para Pemohon, dalam hal ini Pemohon
menyatakan diri sebagai perseorangan warga negara Indonesia, yang berprofesi sebagai
Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemda DKI Jakarta dan PNS di Ditien Keuangan Daerah.
Para Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal 21 ayat (1)
huruf j dan Pasal 117 ayat (1) huruf j UU 7/201, karena bila mengikuti seleksi sebagai calon
anggota KPU/Bawaslu dan tidak terpilih maka mereka harus kehilangan jabatannya, padahal
untuk dapat menduduki jabatannya kembali seperti sebelum mengundurkan diri para
Pemohon telah melalui beberapa tahapan masa kerja maupun penilaian kinerja serta harus
melalui proses panjang dan menunggu waktu yang cukup lama. Bahkan proses menunggu
waktu untuk menduduki jabatan tersebut dapat hilang apabila jabatan yang dilepaskan telah
diduduki oleh ASN lain.

Bahwa berkaitan dengan permohonan para Pemohon, Mahkamah dalam sidang
Pemeriksaan Pendahuluan pada 1 September 2021, berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU
MK, Panel Hakim karena kewajibannya telah memberi nasihat kepada para Pemohon agar
memperbaiki uraian kedudukan hukum sehingga Mahkamah dapat menyakini para Pemohon
memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan dalam menguji atau menilai
konstitusionalitas norma a quo. Selain itu, untuk membuktikan kedudukan hukum dimaksud
Mahkamah juga memberikan nasihat agar para Pemohon menyertakan bukti yang
mendukung penjelasan perihal kedudukan hukumnya. Para Pemohon telah melakukan



perbaikan permohonannya sebagaimana telah diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 13
September 2021 tetapi tidak menguraikan dalam perbaikan permohonannya khususnya
bagian kedudukan hukum mengenai jabatan yang dijabat oleh para Pemohon. Para
Pemohon dalam sidang perbaikan permohonan menyampaikan bahwa jabatan para
Pemohon adalah sebagai kepala seksi [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 39/PUU-
XIX/2021 bertanggal 14 September 2021, him. 5], namun tidak terdapat bukti yang dapat
meyakinkan Mahkamah bahwa para Pemohon adalah ASN yang memiliki jabatan di
pemerintahan. Secara yuridis, sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
tentang Aparatur Sipil Negara (UU 5/2014), berdasarkan ketentuan Pasal 14 UU 5/2014,
jabatan kepala seksi merupakan jabatan eselon IV setara dengan jabatan pengawas yang
merupakan kelompok Jabatan Administrasi. Seandainya pun para Pemohon memang benar
pejabat dalam jabatan pengawas, mestinya selain para Pemohon menunjukkan bukti
sebagai ASN juga melampirkan Surat Keputusan mengenai kedudukannya sebagai pejabat
di pemerintahan. Terlebih lagi para Pemohon dalam permohonannya tidak pernah
menguraikan bahwa para Pemohon akan mencalonkan diri sebagai anggota KPU/Bawaslu.
Dengan demikian, berdasarkan uraian fakta hukum di atas, menurut Mahkamah, para
Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam
permohonan a quo.

Bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo namun oleh
karena para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon,
maka Mahkamah tidak mempertimbangkan permohonan provisi dan pokok permohonan
lebih lanjut.

Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan
putusan yang amarnya Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.



